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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Dari hasil pe lnellitian yang dilakukan pelnelliti dapat disimpulkan bahwa

belntuk pelrlindungan telrhadap anak korban child cybelr grooming

melngacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telntang

Informasi dan Transaksi Ellelktronik, Pasal 45 ayat (1) melngatur telntang

hukuman telrhadap pellaku child cybelr grooming yang telrgolong selbagai

pellaku tindak pidana yang mellanggar kelsusilaan dan pelnyalahgunaan

meldia sosial yang ada dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Ellelktronik. Kelmudian untuk melmelnuhi unsur

pidana pellaku child cybelr grooming belrdasarkan Pasal 76El Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrlindungan Anak.

2. Upaya hukum child cybelr grooming anak melrupakan subjelk hukum

dalam berlangsungnya hukum, khususnya hukum publik. Kelbelradaan

anak adalah selselorang melrelka yang haknya harus dilindungi, misalnya

hak atas kelamanan dan hak atas ke lamanan tumbuh dan be lrkelmbang.

Oleh karena itu, upaya hukum yang harus dilakukan ole lh pihak

kelpolisian dan pe lmelrintah di Indone lsia telrhadap anak selbagai korban

tindak pidana child cybelr grooming, khususnya mellalui pelnelrapan

upaya pre lvelntif dan relprelsif. Tindakan pre lvelntif antara lain me llakukan

patroli di dunia maya, me lngelluarkan pelmbelritahuan belrupa pelringatan

kelpada pelmilik aplikasi untuk me lnghapus konteln pornografi yang ada

di dunia maya, dan me lmbelrikan informasi pelncelgahan kelkelrasan selcara

intelnsif di meldia sosial untuk melnarik pelrhatian masyarakat. Kelmudian

untuk tindakan relprelsifnya yaitu delngan mellakukan pelnanganan sellama

pelnyidikan dan pe lnyellidikan dilakukan be lrdasarkan proseldur yang te llah

diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

telntang Pelrlindungan Saksi dan Korban, se lbagai korban belrhak

melndapatkan relstitusi dari pellaku dan dalam Pasal 67 B UU Nomor 35
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Tahun 2014 te lntang Pelrlindungan Anak, se lbagai korban dapat 

melndapatkan upaya re lhabilitasi, pe lmbinaan, selrta pelmulihan sosial. 

5.2  Saran  

1. Adanya keltelrbatasan pada pelnelgak hukum, delngan melmbuat pellatihan 

lelbih khusus dan be lrtargelt dalam pelmahaman belrbasis kompute lr. 

Keltelrbatasan ruang dan infrastruktur dapat diatasi de lngan pelningkatan 

telknologi pihak ke lpolisian selrta te lnaga ahli IT harus diciptakan untuk 

melnelgakkan hukum. Pihak ke lpolisian harus lelbih giat be lkelrja untuk 

melngurangi ke ltidaktahuan masyarakat untuk melnanggulangi tindak 

pidana child cybelr grooming, kelmudian lelbih aktif untuk 

melmbelritahukan kelpada masyarakat bahwa beltapa pelntingnya 

mellaporkan kelkelrasan yang telrjadi pada lingkungan atau diri kita selndiri 

di meldia sosial. Selhingga pellaku dapat dijelrat delngan sanksi yang selsuai 

delngan pelrbuatannya dan anak selbagai gelnelrasi pelnelrus bangsa dapat 

dilindungi. 

2. Agar tidak telrjadi kelkelrasan selksual delngan modus child cybelr 

grooming, maka selbaiknya pihak kelpolisian belkelrjasama delngan seltiap 

pelmilik pelrmainan daring yang melmiliki fitur melngirim pelsan selcara 

langsung pada aplikasi telrselbut agar selgelra melnghapus fitur pelsan 

selcara langsung untuk melminimalisir pellaku kelkelrasan selksual 

telrhadap anak mellalui modus child cybelr grooming. Untuk melncelgah 

telrjadinya kelkelrasan child cybelr grooming harus dilakukan eldukasi 

seljak dini kelpada anak-anak saat ini. Eldukasi ini belrguna untuk 

melminimalisir dampak yang akan timbul ke ltika child cybe lr grooming 

telrjadi. Selrta dipelrlukan pelnguatan pelran orang tua dan lingkungan guna 

melmbangun karakte lr yang baik se ljak dini, masyarakat harus le lbih 

telrbuka te lrhadap kelmungkinan te lrjadinya hal selrupa yang dapat 

melnimpa anak-anak maupun orang de lwasa, meldia sosial pun le lbih 

belrfokus untuk melmunculkan konteln yang melngeldukasi telrutama pada 

anak-anak, dan pelrlunya pelnguatan pada pelnelgakan hukum ke lkelrasan 

selksual yang ada di Indonelsia.  
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